[ SALINAN ]

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan -efektivitas,
efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah terkait dengan pembukaan dan penutupan
rekening bank pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
mekanisme dan/atau persyaratan yang telah
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pembukaan dan
Penutupan Rekening Bank pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

b. bahwa terdapat perkembangan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau adanya kebutuhan teknis di lapangan yang
belum terakomodasi secara optimal dalam
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 sehingga
perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa
pasal dan/atau ketentuan di dalamnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan
Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



10.

11.

12.

13.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor
8);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor
12), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 38);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU
SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING BANK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 setelah ayat (4) ditambahkan ayat baru, yakni ayat (5),
ayat (6), dan ayat (7) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 9
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembukaan Dan Penutupan Rekening
Bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9), sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Dalam rangka pengelolaan uang, Kepala SKPD dapat membuka dan
menutup Rekening pada Bank Umum yang telah ditunjuk oleh
Bupati.

(2) Pengelolaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal
dari APBD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi, Masyarakat, dan/atau
Kelompok Perseorangan.

(3) Pembukaan Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Kepala SKPD dengan cara terlebih dahulu meminta
persetujuan kepada Bupati melalui PPKD selaku Bendahara Umum
Daerah.

(4) Kepala SKPD dapat membuka Rekening Bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), setelah mendapat Persetujuan tertulis dari PPKD selaku
Bendahara Umum Daerah, dalam bentuk tertulis.



(5) Penutupan Rekening Bank yang telah dibuka oleh Kepala SKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan apabila:

a. kegiatan atau program yang dananya dikelola melalui rekening
tersebut telah selesai;

b. sumber dana dari pihak ketiga telah habis dan/atau kerja sama
telah berakhir;

c. rekening tidak aktif dalam jangka waktu tertentua sesuai ketentuan
yang berlaku;

d. terdapat kebijakan baru dari Pemerintah Daerah; dan

e. alasan alain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Penutupan rekening dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis
dari PPKD selaku Bendahara Umum Daerah yang disertai alasan,
saldo akhir, dan dokumen pertanggungjawaban.

(7) Setelah rekening ditutup, Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan
penutupan rekening kepada PPKD dan Menyerahkan sisa saldo (jika
ada) ke Rekening Kas Umum Daerah atau sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Amuntai, \0/ W

TAHUN 2025 NOMOR 50

AN SESUAI ASLINYA
AN BAGIAN HUKUM,



